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Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.  

Sebagai  satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (input), proses (process), keluaran (output) dan dampak/ hasil (outcome), serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.
Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (international best practices).  

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Kedokteran Penerbangan merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Kedokteran Penerbangan yang terdiri atas:

	BUKU I
	–
	NASKAH AKADEMIK  

	BUKU II
	–
	STANDAR DAN PROSEDUR 

	BUKU IIIA
	–
	BORANG  PROGRAM STUDI 

	BUKU IIIB
	–
	BORANG  UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI 

	BUKU IV
	–
	PANDUAN PENGISIAN BORANG 

	BUKU V
	–
	PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI 

	BUKU VI
	–
	MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI 

	BUKU VII
	–
	PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN 

	BUKU VIII
	–
	PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI


Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah  disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Kedokteran Penerbangan. 

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Kedokteran Penerbangan di seluruh Indonesia.
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LATAR BELAKANG TC \l1 "
1.1 
 Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan di Indonesia

Semenjak perang dunia ke II, perkembangan teknologi penerbangan berjalan pesat. Peran penerbangan semakin besar di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertanian, pertahanan, keamanan bahkan semua sisi kehidupan. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak terlepas dari perkembangan ini. Dalam kenyataannya transportasi dengan pesawat terbang telah merupakan budaya yang berlangsung setiap hari, seperti naik haji. Namun, beberapa keadaan akan menganggu fungsi tubuh manusia berkaitan dengan penerbangan, terutama dalam penerbangan jarak jauh, atau penerbangan dengan kecepatan yang sangat tinggi.

Kelompok masyarakat yang karena pekerjaannya, penumpang pesawat terbang, serta masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar bandara dan pada jalur penerbangan mempunyai risiko terhadap masalah spesifik yang berkaitan dengan penerbangan. Oleh karena itu masyarakat tersebut memerlukan upaya / asuhan kedokteran yang sesuai. Masalah dan fenomena yang spesifik tersebut adalah perubahan, penyimpangan, atau keadaan tidak optimalnya fungsi sistem secara terpadu pada tingkat individu utuh sampai dengan tingkat molekular.

Beberapa faktor risiko dalam penerbangan terdiri aspek lingkungan fisik, aspek manusia, penyebaran penyakit menular, dan efek perbedaan waktu antara tempat keberangkatan dengan tempat kedatangan. Dengan adanya interaksi antara lingkungan penerbangan, beberapa efek akan terjadi di antara sasaran kedokteran penerbangan.  

Beberapa aspek medis yang kiranya memerlukan perhatian dalam transportasi udara antara lain: masalah tidur dan bangun di antara awak udara dan penumpang pesawat, penyakit kardiovaskular, penyakit pernafasan, penyakit ginjal, beberapa kelainan mata, kelainan telinga hidung dan tenggorokan, gangguan neurologi, gangguan psikologis-psikiatris, gangguan ortopedi, dan kelainan medis yang lain. 

Faktor risiko dan aspek medis tersebut yang berlangsung sementara maupun tetap harus diken-dalikan dan dilayani secara terpadu untuk mempertinggi keselamatan, kenyamanan dan memperkecil risiko bagi sasaran kedokteran penerbangan. 

Untuk melaksanakan upaya / asuhan kedokteran penerbangan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia diperlukan antara lain tenaga akademik-profesional, yang mampu untuk melakukan dan layanan / asuhan dan penelitian kedokteran penerbangan terhadap masalah kedokteran penerbangan. Dengan demikian diharapkan akan mempertinggi upaya layanan / asuhan kedokteran penerbangan.


Selanjutnya, dalam menghadapi perkembangan di masa depan dan proses globalisasi perlu dilakukan persiapan yang terencana untuk mengembangkan ilmu kedokteran penerbangan bagi kemaslahatan umat manusia, khususnya bangsa Indonesia. Dengan demikian Indonesia dapat menempatkan diri pada alur pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kedokteran di dunia sehingga Indonesia dapat mandiri dalam mengembangkan iptek, bahkan dapat menciptakan sendiri teknologi kedokteran penerbangan yang sesuai untuk mengatasi pelbagai masalah kedokteran dan kesehatan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Gangguan kesehatan yang berkaitan dengan penerbangan yang dapat berlangsung sementara maupun tetap harus diteliti, dikendalikan, dan perlu dilakukan intervensi medik secara terpadu dan holistik oleh tenaga profesional sehingga dapat mempertinggi keselamatan, kenyamanan dan memperkecil risiko bagi sasaran kedokteran penerbangan. 

Untuk merealisasi PPDS Kedokteran Penerbangan ditunjang oleh beberapa hal, antara lain:

1) Kesepakatan pada pertemuan CHS dengan instansi terkait tanggal 5 November 1997 bahwa pengembangan, sifat, dan jenis program pendidikan lanjut dalam kelompok ilmu kedokteran komunitas antara lain pendidikan dokter spesialis, yang terdiri dari program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Kedokteran Okupasi, PPDS Kedokteran Kelautan, dan PPDS Kedokteran Penerbangan. 

2) Katalog PPDS Kedokteran Penerbangan yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti 1998 yang antara lain menyebutkan bahwa PPDS Kedokteran Penerbangan untuk pertama kalinya dilaksanakan di Fakultas Kedoteran UI.

3) Surat Rekomendasi Majelis Kolegium   Kedokteran Indonesia (MKKI) No 89/ MKKI /X / 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Rekomendasi Pembukaan Program Studi Spesialis Ilmu Kedokteran Penerbangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
4) Dokter spesialis kedokteran penerbangan (Sp.KP) yang akan menjadi dosen PPDS Kedokteran Penerbangan telah tersedia berdasarkan: 

5) Keputusan Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) No 374 /PB/A.4/10/91 tanggal 16 Oktober 1991 tentang Pengukuhan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan untuk 24 orang dokter (Lampiran 1.4); dan 

6) Surat Keputusan Kolegium Kedokteran Penerbangan Indonesia No.: SKEP/02/IV/KPPI/2005 yang diketahui oleh Ketua MKKI tentang Penyetaraan Dokter Spesilais Kedokteran Penerbangan untuk 22 orang dokter (Lampiran 1.5).

7) Dukungan yang dalam bentuk izin dari Kepala Staf TNI AU tentang penggunaan Lakespra Saryanto serta rumah sakit di lingkungan TNI AU untuk penyelenggaran PPDS Kedokteran Penerbangan No. B/12.3/IX/2005 Tanggal 5 September 2005  (Lampiran 1.6).

8) Dukungan dan izin Kepala Dinas Kesehatan TNI AU terhadap PPDS Kedokteran Penerbangan .No. B/70/II/2004 Diskesau.
9) Dukungan dari Rektor Universitas Indonesia (UI) pada sambutan pengukuhan Sp.KP pada tanggal 27 April 2005 antara lain menyatakan bahwa dengan telah dikukuhkannya sejumlah Sp.KP, maka selangkah lagi PPDS Kedokteran Penerbangan dapat direalisasi di lingkungan UI. Dengan adanya PPDS Kedokteran Penerbangan di UI tersebut, maka UI akan menjadi salah satu universitas di dunia yang lebih terkemuka, di samping menjadi research university.  Hal ini mengingat pada saat ini di dunia hanya terdapat sembilan PPDS Kedokteran Penerbangan. Di samping itu, UI akan merupakan satu-satunya universitas di Asia yang akan memiliki PPDS Kedokteran Penerbangan.

10) Dukugan Dekan Fakultas Kedokteran UI (FKUI) pada upacara yang sama telah menyatakan dukungannya untuk diselenggarkannya PPDS Kedokteran Penerbangan di FKUI. Dekan FKUI antara lain menyatakan bahwa sesuai dengan katalog PPDS Kedokteran Penerbanganyang diterbitkan Dikti tahun 1998 yang antara lain menyebutkan bahwa PPDS Kedokteran Penerbangan untuk pertama kali akan diselenggarakan di FKUI.

Setelah melalui proses yang panjang mengikuti prosedur pembukaan suatu program studi yang baru di Universitas Indonesia, akhirnya pada tanggal 20 April 2010 Rektor  Universitas Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Rektor UI tentang Pembukaan Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
1.2 
 Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan  
 ADVANCE \u 61.2.1 Tujuan Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan
Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pendidikan dokter spesialis I penerbangan  diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan merancang dan menganalisis, serta memiliki ketrampilan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dalam bidang kedokteran penerbangan, yang dilandasi oleh kemampuan analitis yang diperoleh dari pendidikan program pendidikan dokter.

1.2.1.2 Tujuan pendidikan dokter spesialis penerbangan TC \l2 "2.3 Tujuan pendidikan dokter spesialis penerbangan
a. Tujuan umum pendidikan dalam ilmu kedokteran penerbangan 
Tujuan umum pendidikan dalam ilmu kedokteran penerbangan, setelah melalui proses belajar-mengajar, adalah mendidik mahasiswa sehingga memiliki kemampuan:

1. Menetapkan masalah faktor risiko yang berupa gangguan fungsi tubuh,  penyakit, dan kejadian kecelakaan yang berkaitan dengan penerbangan.

2. Melaksanakan penanggulangan yang bermutu dan aman terhadap masalah kedokteran penerbangan secara individual dan kelompok.

3. Mengembangkan ilmu dan teknologi kedokteran penerbangan.

4. Mengembangkan sikap profesi di dalam wadah profesi kedokteran penerbangan.

5. Bertindak sesuai perundang-undangan Indonesia dalam melaksanakan pelayanan kedokteran dan kesehatan penerbangan.
1.2.1.3 Tujuan pendidikan dokter spesialis penerbangan I 

Berdasarkan tujuan pendidikan dokter spesialis penerbangan, masalah-masalah yang akan ditanggulangi, bentuk intervensi dan penanggulangan masalah serta peran dan fungsi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan, 

Seorang dokter Sp.KP harus mempunyai kompetensi untuk melakukan intervensi dan penanggulangan masalah kedokteran penerbangan. Oleh karena itu harus mempunyai kompetensi sebagai berikut:

(1) Rekrutmen awak udara, awak darat, tenaga pendukung, dan tenaga penerbangan lainnya

i. 
Melakukan seleksi awak udara, awak darat, tenaga pendukung, dan tenaga penerbangan lainnya

ii.
Melakukan evaluasi program pembinaan fisik dan mental awak udara, awak darat, tenaga pendukung, dan tenaga penerbangan lainnya.

(2) Pemeliharaan dan peningkatan kompetensi awak udara, awak darat, tenaga pendukung, dan tenaga penerbangan lainnya

i.
Melakukan uji kesehatan badan (medical check-up) berkala dalam tim terhadap awak udara, awak darat, tenaga pendukung, dan tenaga penerbangan lainnya.

ii.
Menyusun program tindak lanjut dalam tim terhadap awak udara, awak darat, tenaga pendukung, dan tenaga penerbangan lainnya

iii.
Memberikan pendidikan dan konsultasi kepada sasaran kedokteran penerbangan.

(3) Pengelolaan program latihan khusus 

i.
Mengelola program latihan khusus untuk jenis pekerjaan awak pesawat, awak darat, dan tenaga pendukung  tertentu berdasarkan kebutuhan atau tujuan.

 (4) Penanggulangan masalah kelainan fungsi, kelainan organ, penyakit, dan cedera  yang berkaitan dengan penerbangan.

i.
Melaksanakan pencegahan primer kelainan fungsi, kelainan organ, penyakit dan cedera  yang berkaitan dengan penerbangan.

ii.
Melaksanakan pencegahan sekunder kelainan fungsi, kelainan organ, penyakit dan cedera  yang berkaitan dengan penerbangan.

iii.
Melaksanakan pencegahan tertier kelainan fungsi, kelainan organ dan penyakit yang berkaitan dengan penerbangan dengan bekerjasama dengan dokter lain yang terkait.

iv.
Melaksanakan kerjasama dengan dokter spesialis lainnya.

(5) Layanan kedokteran penerbangan untuk masyarakat.

i.
Mengelola program kedokteran penerbangan kepada masyarakat.

ii.
Memberikan pendidikan dan konsultasi kepada penumpang pesawat terbang supaya tercapai optimalisasi kesehatan sebelum, selama dan sesudah penerbangan sesuai dengan keadaan dan taraf kesehatan penumpang pesawat terbang (usia, keadaan kesehatan dan penyakit).

(6) Manajemen kedokteran penerbangan

i.
Memainkan peran sebagai anggota tim dengan instansi pengelola kedokteran penerbangan dalam setiap permasalahan kedokteran penerbangan.

ii.
Membina suasana kerja yang baik dengan pihak terkait untuk menghasilkan kesehatan yang optimal bagi awak pesawat, awak darat, tenaga pendukung lainnya, dan  penumpang pesawat.

(7)  Pengembangan ilmu kedokteran penerbangan.

i.
Mengidentifikasi dan merumuskan masalah di bidang kedokteran penerbangan.

ii.
Menyusun rancangan penelitian di bidang kedokteran penerbangan.

iii.
Melaksanakan rancangan penelitian di bidang kedokteran penerbangan.

iv.
Bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian lainnya dalam penelitian dan pengelolaan masalah kedokteran penerbangan.

v.
Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran penerbangan.

vi.
Menyampaikan informasi tentang perkembangan ilmu kedokteran penerbangan dalam pelbagai kegiatan ilmiah baik sebagai hasil penelitiannya maupun hasil telaah kepustakaan, serta informasi tentang berbagai masalah yang ditemui dalam tugasnya.

(8) Pendidikan atau penyuluhan kedokteran penerbangan awak pesawat, awak darat, tenaga pendukung lainnya,

      penumpang, dan penduduk di sekitar bandara.

i.
Mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi awak pesawat, awak darat, tenaga pendukung lainnya, penumpang, dan penduduk di sekitar bandara.

ii.
Menyusun rancangan instruksional pendidikan dan penyuluhan kedokteran penerbangan terhadap awak pesawat, awak darat, tenaga pendukung lainnya, penumpang, dan penduduk di sekitar bandara.

iii.
Bekerjasama dengan pihak terkait lainnya dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kedokteran penerbangan kepada awak pesawat, awak darat, tenaga pendukung lainnya, penumpang, dan penduduk di sekitar bandara.

(9) Menerapkan profesi kedokteran penerbangan

i.
Menerapkan etika kedokteran dan perundang-undang yang berlaku.

ii.
Menerapkan sikap terpuji yang berlandaskan ciri dan sikap profesi kedokteran.

iii.
Menerapkan tanggung jawab dan wewenang sebagai Dokter Sp.KP dalam melaksanakan tugas.

1.3   Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis 
1.3.1  Rujukan pengembangan akreditasi program Pendidikan  TC \l2 "
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

7. Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait dengan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
Sertifikat profesi
 (1)
Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)
Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Akreditasi 

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2)
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Pendidikan dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3)
Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4)
Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5)
Akreditasi Program Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6)
Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7)
Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8)
Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

1.4
 Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan 

Pengembangan keilmuan dalam ilmu penerbangan, yang termasuk kelompok ilmu kedokteran komunitas, ialah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kedokteran penerbangan yang dihadapi pada masa kini dan yang diprakirakan akan dihadapi masyarakat pada masa akan datang. 

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sependapat dengan Konsorsium Ilmu Kesehatan (CHS) bahwa ilmu kedokteran mencakup ilmu biomedik, ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kedokteran klinik. CHS telah mengadakan pertemuan dengan instansi terkait dan kelompok profesi dalam ilmu kedokteran komunitas mulai bulan September sampai dengan Oktober 1997. 

1.4.1 Kelompok sasaran kedokteran penerbangan TC \l2 "1.2 Kelompok sasaran kedokteran penerbangan
Jenis sasaran kedokteran penerbangan 
Kelompok manusia yang menjadi subyek sasaran atau garapan kedokteran penerbangan yang memerlukan penerapan Kedokteran Penerbangan yang masih terpapar maupun pasca-pemaparan ialah: 

1. 
Awak udara: Penerbang, navigator, astronaut, pramugari/a udara,  flight engineer, load master, dokter penerbangan (flight surgeon), perawat udara (flight nurse), juru radio udara, juru potret udara, pengontrol lalu-lintas udara (air traffic controller), dan tenaga udara yang lain.

.
2.
Awak darat: Teknisi pesawat, flight operator darat (flops), dan tenaga lainnya;

 
3.
Tenaga penunjang: Pengatur lalu lintas udara atau air traffic controller (ATC), pramugari(a) darat, pemadam kebakaran dan penolong pertama pada pesawat (PK PPKP), dan tenaga lainnya di bandara;


4. 
Penumpang pesawat terbang;

5. 
Penduduk darat yang terkena dampak penerbangan, misalnya masyarakat sekitar bandara, korban kecelakaan di darat akibat kecelakaan penerbangan;


6
Olahragawan olahraga dirgantara.

Jumlah sasaran kedokteran penerbangan 
Pada saat ini, antara lain terdapat sekitar 10000 orang penerbang sipil pesawat sayap tetap dan sekitar 700 orang penerbang helikopter, awak udara lainnya (pramugari/a) sebanyak sekitar 18000 orang, serta ribuan tenaga penunjang lainnya yang terdiri dari juru mesin udara, pengatur lalu lintas udara  serta ratusan awak darat.

Sedangkan untuk keperluan  militer terdapat sekitar 600 penerbang pesawat sayap tetap, 380 orang penerbang helikopter, ratusan juru mesin udara, dan ribuan prajurit Pasukan Khas TNI AU dan pasukan para komando lainnya. Di samping itu, pada saat ini telah berkembang olahraga terjun payung dengan jumlah olahragawan, serta penyaringan serta pembinaan astronaut.

Jumlah penumpang sipil
Jumlah penumpang sipil di Indonesia terus meningkat. Selama periode 5 tahun mendatang jumlah penumpang pesawat terbang per tahun di dalam negeri diprakirakan 110 juta orang, diantaranya penumpang dari luar negeri sekitar 40 juta orang. Di samping itu, setiap tahun terdapat sekitar 220.000 jemaah haji Indonesia, dan sekitar hampir 1 juta orang jemaah umroh yang mempergunakan pesawat terbang.1 

Kecenderungan jumlah sasaran kedokteran penerbangan
Seiring dengan kemajuan dunia penerbangan militer dan sipil, jumlah manusia sasaran kedokteran penerbangan akan terus bertambah. Para penumpang pesawat terbang cenderung berusia lanjut, menderita beberapa penyakit kardiovaskular, stres, pernafasan, atau beberapa penyakit lainnya. Berbeda dengan awak udara dan awak darat, para penumpang pesawat komersial tidak atau belum mendapat pemeriksaan atau layanan medik sebelum, selama dan sesudah melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. Oleh karena itu para penumpang tersebut mempunyai kemungkinan akan memperburuk keadaan penyakitnya bila melakukan perjalanan dengan pesawat terbang, atau karena ketidaktahuannya terhadap faktor risiko penerbangan akan mengalami gangguan kesehatan.

Pengembangan astronaut
Sejak dua dekade yang lalu, di Indonesia telah dirintis program antariksa, antara lain dengan mempersiapkan calon astronaut. Demikian pula pada masa akan datang sedang dijalankan program seleksi dan pembinaan astronaut.

Jumlah dan sebaran bandara
Sesuai dengan ciri khas Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau,  untuk keperluan transportasi manusia dan barang yang cepat memakai fasilitas penerbangan. Pada saat ini terdapat 52 bandara untuk keperluan komersial dan belasan bandara untuk keperluan militer yang tersebar di Indonesia.

Bandara yang tersebar tersebut antara lain memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai ketrampilan akademik-profesional untuk melakukan pengamatan terhadap risiko dan akibat penerbangan, serta memberikan layanan medik yang cepat dan tepat.

1.4.2 Gambaran kebutuhan lulusan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan TC \l2 "1.3 Gambaran kebutuhan lulusan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan
Lulusan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan (Sp.KP) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga antara lain di: 

(1) Rumah Sakit yang berkaitan dengan penerbangan; 

(2) Bandara; 

(3) Perusahaan penerbangan; 

(4) Kesatuan militer; 

(5) Lembaga pendidikan kedokteran penerbangan; 

(6) Organisaasi olah raga penerbangan; 

(7) Lembaga penelitian kedokteran penerbangan;

(8) Manajemen pelayanan kedokteran penerbangan; dan 

(9) Pengampu ilmu kedokteran penerbangan. 

Di samping kebutuhan untuk di dalam negeri, pada era globalisasi ini juga pada lulusan PPDS Kedokteran Penerbangan dapat bekerja di luar negeri.

1.4.3  Keberlanjutan program TC \l2 "1.4  Keberlanjutan program
Seperti tercantum di atas, kebutuhan akan dokter Sp.KP saat ini tinggi dan akan semakin meningkat dengan melihat tempat kerja lulusan dokter Sp.KP dan sasaran masyarakat yang memerlukan tenaga dokter Sp.KP. Hal ini antara lain seiring dengan globalisasi dan pemenuhan dokter Sp.KP bangsa Indonesia. Pada era globalisasi ini akan dokter Sp.KP tenaga asing berhak untuk bekerja di Indonesia. Di samping itu, antara lain untuk setiap bandara nasional dan internasional di Indonesia diperlukan paling sedikit tiga sampai lima orang dokter Sp.KP. Diperkirakan di Indonesia diperlukan minimal 200 Sp.KP. Di samping itu, para lulusan dapat bekerja di luar negeri.

Selain itu, sejak awal berdirinya PPDS ini telah mulai dipersiapkan regenerasi staf pengajar dengan diikutsertakan para dokter dan pakar kedokteran penerbangan yang masih muda menjadi staf pengajar PPDS Kedokteran Penerbangan. 

1.4.4  Kurikulum

Garis besar isi kurikulum dan kegiatan program studi ilmu kedokteran penerbangan TC \l2 "1.1 Garis besar isi kurikulum dan kegiatan program studi ilmu kedokteran penerbangan
Dalam rancangan pembelajaran program studi ilmu kedokteran penerbangan, sistematika garis besar isi kurikulum dan kegiatan program studi spesialis kedokteran penerbangan adalah:

A1.
Pengetahuan  teori dasar umum

A2.
Pengetahuan  teori dasar khusus

B.
Pengetahuan  teori klinik umum

C. 
Pengetahuan  teori klinik khusus

D. 
Ketrampilan klinik dan lapangan

E. 
Tanggung jawab

F. 
Kegiatan ilmiah

G. 
Kegiatan mendidik

H. 
Penelitian dan tesis

Sebagai penjabaran hal tersebut di atas seperti yang tercantum dalam katalog menjadi tujuan instruksional dan tujuan perilaku khusus perlu dilakukan penyesuaian atau penempatan garis besar sehingga dapat diaplikasikan dalam bentuk  mata ajaran dan kegiatan nyata dalam proses belajar mengajar seperti apa yang tercantum di bawah ini.

Sistematika setiap isi kurikulum  TC \l2 "1.2 Sistematika setiap isi kurikulum 
1.
Setiap unsur kurikulum dan kegiatan merupakan komponen subdisiplin ilmu yang secara bersama-sama membangun batang tubuh Ilmu Kedokteran Penerbangan.

2.
Pokok bahasan merupakan masalah atau penyakit dalam lingkup subdisiplin bersangkutan.

3.
Prasyarat ialah kemampuan (kompetensi) yang sudah harus dipunyai lebih dahulu oleh peserta program, sebagai dasar mengikuti suatu pokok bahasan.

Prasyarat tidak termasuk ke dalam materi program pendidikan dan oleh karena itu tidak diikutsertakan dalam proses belajar mengajar dan evaluasi. Secara ideal, prasyarat seyogyanya dinilai terlebih dahulu sebelum peserta program membahas pokok bahasan bersangkutan dengan suatu prerequisite test.

4.
Kompetensi adalah tujuan umum pembelajaran

5.
Sasaran belajar sesuai dengan kegiatan pembelajaran yaitu kemampuan khusus yang ingin dicapai dan dapat diukur. Kegiatan pembelajaran secara bersama-sama akan menggambarkan kemampuan yang ingin dicapai dari setiap pokok bahasan dalam suatu subdisiplin.

6.
Setiap kompetensi dan kegiatan mencakup:

· kedalaman dan keluasan tingkat kemampuan yang ingin dicapai

· pengalaman belajar 

· cara evaluasi yang dipergunakan: pengamatan, ujian (tulis, lisan, ketrampilan), karya tulis 

Bentuk kegiatan belajar TC \l2 "1.4 Bentuk pengalaman belajar
	a.
Kuliah pasca sarjana

b. 
Mengikuti penyajian naskah ilmiah

c.
Menyusun dan menyajikan naskah

         ilmiah

d. 
Mengikuti kegiatan dalam pendidikan

         mahasiswa

e.
Konsultasi rujukan

f.
Tugas baca

g. 
Diskusi kelompok dan bimbingan

h. 
Mengikuti simposium, penataran dan

         sebagainya
	i.
Tugas bangsal

j.
Tugas jaga

k. 
Tugas poliklinik

l.
Tugas lapangan

m. 
Tugas laboratorium

n. 
Menyusun dan menyajikan laporan

         kasus

o. 
Tindakan khusus

p.
Menyusun dan menyajikan karya tulis

         akhir


Baku Mutu Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan 

(1) Penyelenggaraan pendidikan TC \l3 "6.5.1 Penyelenggaraan pendidikan
Proses pemantauan kegiatan belajar mengajar oleh pengelola terhadap staf pengajar dan mahasiswa, baik di dalam atau di luar FKUI.

Evaluasi akhir semester terhadap kinerja staf pengajar dan mahasiswa oleh pengelola

Adanya ketentuan persentase kehadiran mahasiswa minimal 75% kehadiran dengan alasan yang sah untuk dapat mengikuti proses pendidikan selanjutnya.

Pertemuan staf pengajar yang terlibat pada setiap semester dilakukan tiga bulan sekali membahas masalah pendidikan dan sekaligus memutakhirkan pengetahuan.

(2) Evaluasi pembelajaran berkala TC \l3 "6.5.2 Evaluasi pembelajaran berkala
Evaluasi pembelajaran sesuai dengan Keputusan Rektor UI No. 478/SK/R/UI/2004 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa UI .

Setiap semester sejak semester 1 sampai akhir dilakukan evaluasi pembelajaran sesuai  dengan kurikulum yang sudah ditentukan. Penilaian dilakukan dengan: (1) ujian tulis; (2) ujian lisan; (3) ujian ketrampilan; (3) pengamatan kegiatan sehari-hari; (4) analisis tingkah laku. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh pengajar mata ajaran yang bersangkutan dan Ketua Program Studi. 

(3) Evaluasi akhir pendidikan TC \l3 "6.5.3 Evaluasi akhir pendidikan
Penilaian akhir bertujuan untuk menentukan, apakah peserta telah mencapai tujuan PPDS Kedokteran Penerbangan dan mendapat ijazah.

Bahan. yang dinilai pada tahap ini ialah (1) kemampuan memahami dan memecahkan masalah ilmiah; (2) pengetahuan peserta dalam bidang ilmu yang bersangkutan; (3) ketrampilan; (4) sikap peserta dalam tugas sehari-hari (tanggungjawab terhadap pekerjaan, sikap terhadap sesama sejawat dan sikap terhadap pegawai di tempat pendidikan); dan (5) Perilaku sebagai dokter Sp.KP.

Cara penilaian akhir dilakukan dengan ujian lisan komprehensif hasil penelitian atau evaluasi program, dan analisis tingkah laku.

Penilaian akhir dilakukan dan diputuskan oleh Ketua Program Studi bersama para Penilai.  Jika keadaan memungkinkan, dapat diundang Penilai dari luar lingkungan UI baik di tingkat internasional, regional, maupun nasional.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan kelulusan PPDS Kedokteran Penerbangan adalah:

  3,00 – 3,40:  memuaskan

  3,41 – 3,70:  sangat memuaskan 

  3,71 – 4,00:  kum laude

(4) Ijazah  TC \l3 "6.5.4 Ijazah 
Setelah peserta selesai menjalani pengalaman belajar dan penilaian akhir serta dinyatakan lulus oleh Ketua Program Studi, kepadanya diberikan ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia yang ditandatangani oleh Rektor.

(5) Evaluasi program penjaminan mutu TC \l3 "6.5.5 Evaluasi program penjaminan mutu
Evaluasi program penjaminan mutu dilakukan tiga tahun sekali oleh Tim Pengembangan Dept IKK FKUI dan Kolegium Kedokteran Penerbangan Indonesia. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kolegium Kedokteran Penerbangan Indonesia dan juga kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

1.4.6 Kurikulum dan kegiatan, pengalaman dan tahap belajar
3.3 Kurikulum dan kegiatan, pengalaman dan tahap belajar
 
	1
	Kompetensi Pengetahuan teori dasar umum 

1. Etika, hukum, dan kedokteran komunitas 

2. Manajemen pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja 

3. Desain penelitian

4. Analisis penelitian 

5. Seminar proposal penelitian dan evaluasi program 

6. Manajemen mikroba dan parasit  

7. Metodologi pendidikan 

8.  Ergonomi 

	2
	Kompetensi Pengetahuan teori dasar khusus

1. Aerofisiologi 

2. Aerodinamik dan teknologi penerbangan 

3. Kedokteran antariksa, nuklir, biologi dan kimia 

4. Kesehatan dan higiene penerbangan dan ruang angkasa 

	3
	Kompetensi Pengetahuan dan keterampilan klinik 
1.  Penyakit dalam pada penerbangan 

2.  Sistem kardiorespirasi pada penerbangan 

3.  Penunjang diagnostik pada penerbangan 

4.  Psikologi dan psikiatri penerbangan 

5.  Manajemen gangguan sistem pendengaran dan keseimbangan 

6.  Saraf dan rehabilitasi medik pada penerbangan 

7.  Manajemen gangguan sistem penglihatan pada penerbangan 

8.  Bedah pada penerbangan 

9.  Forensik dan kebencanaan penerbangan

10. Transportasi penumpang 

11. Uji medik penerbangan 

	
	

	
	

	4
	Kompetensi Keterampilan lapangan 

1. Praktek di lembaga dan kesatuan penerbangan

2. Praktek di bandara 

3. Tesis 


2.10. Daftar isi kurikulum dan kegiatan, pengalaman dan tahap belajar 
1.4.7 Matrik kurikulum
	Tabel 3. Kurikulum Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan menurut semester

	Semester 1
	Semester 2
	Semester 3
	Semester 4
	Semester 5
	Semester 6

	A1.1 Etika, hukum, dan  kedokteran komunitas (2 SKS)
	A1.8 Ergonomi 
(2 SKS)
	B1. Penyakit dalam pada penerbangan 

(3 SKS)
	C1. Manajemen gangguan sistem pendengaran dan keseimbangan 

(3 SKS)
	D1. Forensik penerbangan

(3 SKS)
	E1. Praktek di lembaga dan kesatuan penerbangan

(4 SKS)

	A1.2 Manajemen pelayanan kesela-matan dan kese-hatan kerja 

(2 SKS)
	A1.4 Analisis penelitian (2 SKS)
	B2. Sistem kardiorespirasi pada penerbangan 

(3 SKS)
	C2. Saraf dan rehabilitasi medik pada penerbangan 

(3 SKS)
	D2. Transportasi penumpang

(3 SKS)
	

	A1.3 Desain penelitian (2 SKS)
	A1.5 Seminar proposal penelitian dan evaluasi program (2 SKS)
	B3. Penunjang diagnostik pada penerbangan 
(3 SKS)
	C3. Manajemen gangguan sistem penglihatan pada penerbangan 

(3 SKS)
	D3. Forensik

dan kebencanaan penerbangan

(3 SKS)
	E3. Praktek di 

bandara (4 SKS)

	A1.6 Manajemen mikroba dan parasit  (2 SKS)
	A2.2 Aerodinamik dan teknologi penerbangan 

(2 SKS)
	B4. Psikologi dan psikiatri pener-bangan (3 SKS)
	C4. Bedah pada penerbangan 

(3 SKS)
	D4. Uji medik penerbangan 

(3 SKS)
	E4. Tesis(4 SKS)

	A2.1 Aerofisiologi

(3 SKS)
	A2.3 Kedokteran antariksa, nuklir, biologi dan kimia (2 SKS)
	
	
	
	

	A1.7 Metode pendidikan 

(2 SKS)
	A2.4 Kesehatan dan higiene penerbangan dan ruang angkasa 

(2 SKS)
	
	
	
	

	Subtotal 13 SKS
	Subtotal 12 SKS
	Subtotal 12 SKS
	Subtotal 12 SKS
	Subtotal 12 SKS
	Subtotal 12 SKS

	


1.4.8 Dukungan kerjasama TC \l2 "6.6 Dukungan kerjasama
Dalam menyelenggarakan PPDS Kedokteran Penerbangan, program studi menjalin kerja sama dengan instansi di luar FKUI dalam sumber daya manusia dan fasilitas fisik. Hal ini didasari atas kebutuhkan program studi Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan akan lahan pendidikan di luar FKUI. Kerjasama tersebut antara lain dengan:

1. Dinas Kesehatan TNI

2. Dinas Kesehatan TNI AU

3. Dinas Kesehatan TNI AD

4. Dinas Kesehatan TNI AL

5. Dinas Kesehatan Polri

6. Dinas Kesehatan Departemen Perhubungan 

7. Maskapai Penerbangan di Indonesia

8. Departemen lain di lingkungan FKUI
1.5  Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 16000 pulau sehingga memerlukan sarana transportasi yang mendukung distribusi barang dan manusia. Transportasi udara merupakan salah satu hal penting yang mendukung hal tersebut. Di samping itu untuk mendukung sistem pertahanan dan keamanan negara. 

Pada dekade terakhir, dunia penerbangan mengalami perkembangan yang sangat pesat yang menyebabkan dampak terhadap komunitas penerbangan, antara lain awak pesawat udara, awak darat, penumpang dan masyarakat di sekitar landasan dan lintasan penerbangan. 

Hal tersebut di atas memerlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk menangani masalah-masalah kesehatan dan kedokteran pada komunitas yang berkaitan dengan penerbangan antara lain dokter spesialis kedokteran penerbangan. 
1.6 Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi 

Untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas perlu adanya program studi bermutu antara lain program studi kedokteran penerbangan untuk menangani masalah kesehatan dan kedokteran penerbangan. Upaya ini harus dilakukan secara berkesinambungan.
1.7 Baku Mutu Program Pendidikan  Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan
1 Baku mutu sesuai dengan standar kompetensi dokter spesialis kedokteran penerbangan yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
2 Baku mutu sesuai dengan standar pendidikan kedokteran penerbangan yang oleh diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

3 Baku mutu harus mendapatkan persetujuan dari dekan fakultas terkait
4 Baku mutu harus mendapatkan persetujuan dari universitas terkait

5 Baku mutu harus mendapatkan ijin pembukaan program studi dari rector universitas terkait

6 Baku mutu harus mendapatkan ijin operasional dari rector universitas terkait

7 Mempunyai dosen yang kompeten untuk melakukan pendidikan program studi

8 Memiliki fasilitas sarana fisik dan sarana lain yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan yang memadai

9 Memiliki mahasiswa yang memenuhi persyaratan seleksi

 ADVANCE \u 6
BAB II
KUALIFIKASI, SELEKSI, DAN KURUN WAKTU PENYELESIAN PENDIDIKAN, DAN PUTUS STUDI
 ADVANCE \u 6 2.1  Persyaratan penerimaan  TC \l2 "7.1  Persyaratan penerimaan 
Untuk menjadi peserta PPDS Kedokteran Penerbangan, seorang calon peserta harus melalui tahap seleksi dan penilaian. Pelaksanaan praseleksi dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksana PPDS. 

Pra-seleksi (seleksi administrasi) dilakukan oleh FKUI dengan meneliti kelengkapan administrasi dengan tujuan untuk menentukan calon yang akan dipanggil untuk seleksi dan praseleksi ini secara tertulis. Untuk keperluan ini calon harus mengajukan lamaran tertulis yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut:

(1) 
Dokter yang diakui Pemerintah;

(2) 
Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;

(3) 
Surat pengangkatan dari instansi induk (Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah dan lainnya);

(4) 
Surat izin dari kepala tempat kerja sekarang;

(5) 
Surat penugasan dari instansi induk;

(6) 
Surat keterangan berbadan sehat yang dinyatakan oleh Majelis Penguji Kesehatan setempat;

(7) 
Salinan ijazah induk dan academic record
(8) 
Surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang.

(9) 
Tiga pas foto ukuran 4 x 6 cm;

(10) 
Umur maksimal 35 tahun pada saat mulai pendidikan PPDS Kedokteran Penerbangan

(11)

Nilai IPK pada pendidikan dokter minimal 2,75 (dua koma tjuh lima)

(11) 
Referensi dari 2 (dua) orang.

2.2 Test yang diadakan untuk seleksi TC \l2 "7.2 Test yang diadakan untuk seleksi
Seleksi akademis dilakukan oleh Program studi Spesialis Kedokteran Penerbangan di Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI,  yang terdiri dari dua tahap:

Tahap 1: Ujian masuk, evaluasi prestasi akademik dan tes psikologik

Tahap 2: Bila lulus tahap pertama dilanjutkan dengan wawancara oleh staf program Studi

Cara seleksi dilakukan dengan cara tulisan maupun wawancara dan Tes psikologi dengan memperhatikan: (1) penampilan calon; (2) kemampuan berkomunikasi; (3) pandangan calon terhadap tempat pendidikan dahulu; (4) cita-cita hidupnya; (5) pengalaman penelitian; (6) kemampuan pengenalan masalah kesehatan; (7) kemampuan adaptasi; dan (8) pengetahuan umum dan khusus.

Pelaksanaan seleksi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksana PPDS di FKN dan Ketua Program Studi yang bersangkutan.
2.3 Kegiatan pembelajaran TC \l2 "7.5 Kegiatan pembelajaran 

Para peserta PPDS Kedokteran Penerbangan akan mengikuti kegiatan pembelajaran selama 6 semester seperti yang tercantum pada Tabel 3. Tujuan instruksional umum untuk setiap mata ajaran.

2.4 Jangka waktu penyelesaian studi TC \l2 "7.6 Jangka waktu penyelesaian studi
Mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam 6 (enam) semester. 

Sesuai dengan peraturan akademik UI, waktu penyelesaian studi maksimal adalah n + ½ n  (n = jumlah semester standard). Dengan demikian waktu maksimal adalah 9 (sembilan) semester. Masa studi maksimal tersebut sudah termasuk cuti akademik mahasiswa. 

2.5 Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa TC \l2 "7.7 Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa
Bentuk evaluasi untuk setiap mata ajaran. Pada akhir semester enam, mahasiswa mengikuti ujian tesis dan komprehensif. 

Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa akan dilakukan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku di UI, yaitu: Pada setiap akhir semester; akhir semester dua; akhir semester empat; dan akhir semester enam.

2.6 Mahasiswa putus studi TC \l2 "7.8 Mahasiswa putus studi 

Sesuai dengan Keputusan Rektor UI No. 478/SK/R/UI/2004 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa UI, mahasiswa dinyatakan putus studi antara lain:

(1) Apabila mahasiswa pada akhir dua semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi semester (IPS) minimal 3,00 (tiga) dari sekurang-kurangnya 12 (dua belas) SKS terbaik.

(2) Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi minimal 3,00 (tiga) dari beban studi yang dipersyaratkan.

(3) Apabila mahasiswa mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus, antara lain melakukan plagiat, melakukan pelanggaran pada waktu ujian (mencontek)

(4) Apabila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan yang lain menurut peraturan di universitas yang bersangkutan.

Surat putus studi mahasiswa dikeluarkan oleh Rektor UI atas usulan Pimpinan Fakultas Kedokteran UI. 

2.7 Bantuan dan bimbingan mahasiswa TC \l2 "7.3 Bantuan dan bimbingan mahasiswa
Disediakan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa yang bertugas untuk: (1) memantau kemajuan belajar mahasiswa; (2) membantu mengatasi permasalahan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pendidikan.

Pembimbing akademik berwenang menentukan beban studi yang akan diambil oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa.

BAB III TC \l1 "
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN PENERBANGAN TC \l1 "
Akreditasi program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program Pendidikan terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program Pendidikan dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program Pendidikan yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program Pendidikan.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program Pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. 
Memberikan jaminan bahwa program Pendidikan yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program Pendidikan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.

2. 
Mendorong program Pendidikan  untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.

3. 
Hasil akreditasi program Pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program Pendidikan merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program Pendidikan yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program Pendidikan yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan spesialis (Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan), sedangkan untuk program pendidikan profesi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya. Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan dengan standard kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Indonesia.

Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya  menyelenggarakan  proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis  dengan masa Pendidikan ......... semester. 

BAB IV TC \l1 "
ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI  TC \l1 "
PROGRAM PENDIDIKAN  TC \l1 "
 TC \l1 "
Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram Pendidikan terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi  program Pendidikan yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program Pendidikan yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek tersebut yaitu: 1) standar akreditasi program Pendidikan yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan  program Pendidikan; 2) prosedur akreditasi  program Pendidikan  yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi  program Pendidikan; 3) instrumen akreditasi  program Pendidikan yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu  program Pendidikan, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) kode etik akreditasi  program Pendidikan merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi  program Pendidikan.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi. Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan; Buku III tentang instrumen akreditasi program Pendidikan dan unit pengelola program Pendidikan dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

4.1 Standar Akreditasi Program Pendidikan  TC \l2 "
Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program Pendidikan. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan, (3) penetapan kelayakan program Pendidikan untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program Pendidikan.

Standar akreditasi program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan  mencakup standar tentang komitmen program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan  terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu: 

Standar 1.    Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian 
Standar 2.     Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
Standar 3.    Mahasiswa dan lulusan 

Standar 4.    Sumber daya manusia 

Standar 5.     Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
Standar 6.     Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
Standar 7.     Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama TC \l3 "
 TC \l3 "
Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Indonesia yang terdiri dari 9 standar kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Indonesia.

Asesmen kinerja program Pendidikan didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program Pendidikan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program Pendidikan dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program Pendidikan; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program Pendidikan, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program Pendidikan, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.
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Standar 1 TC \l3 "
Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian TC \l3 "
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program Pendidikan untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar. 

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (platitude). 

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program Pendidikan yang bersangkutan.

Standar 2 TC \l3 "
Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu TC \l3 "
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (governance), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program Pendidikan  sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan  dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program Pendidikan  dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program Pendidikan dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik. 

Sistem  pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia.  Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi.  Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan  standar mutu pengelolaan program Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu   pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality management system) dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction). 
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Standar 3 TC \l3 "
Mahasiswa dan Lulusan TC \l3 "
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program Pendidikan harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).  

Di dalam standar ini program Pendidikan harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program Pendidikan memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (outcome) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program Pendidikan, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk hard skills dan soft skills sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program Pendidikan yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai human capital bagi program Pendidikan yang bersangkutan. 

Standar 4 TC \l3 "
Sumber Daya Manusia TC \l3 "
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program Pendidikan  memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi. 

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan.

Program Pendidikan merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk  mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program Pendidikan  menjalin kerjasama dengan program Pendidikan  dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program Pendidikan yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program Pendidikan yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada. 

Standar 5

Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program Pendidikan. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program Pendidikan tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan. 
Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang Pendidikan dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program Pendidikan dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program Pendidikan. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program Pendidikan menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, bedside teaching, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa (student-centered) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok. 

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan (criterion-referenced evaluation). Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.  

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.
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Standar 6

Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, serta Sistem Informasi
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program Pendidikan. 

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program Pendidikan  dalam suatu lembaga nirlaba. 

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan  digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.  

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya.  Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program Pendidikan. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan. 

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan.
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Standar 7 TC \l3 "
Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama TC \l3 "
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program Pendidikan. 

Penelitian adalah salah satu tugas pokok  yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program Pendidikan harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program Pendidikan. 

Program Pendidikan menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program Pendidikan memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai  peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi.  Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba.  Program Pendidikan yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program Pendidikan dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada. 

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

4.1
Prosedur Akreditasi Program Pendidikan TC \l2 "
Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program Pendidikan. Semua program Pendidikan akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi 

dilakukan oleh BAN-PT terhadap program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

4.2
Instrumen Akreditasi Program Pendidikan  TC \l2 "
Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program Pendidikan  dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program Pendidikan dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang. 

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program Pendidikan. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi. 

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program Pendidikan dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program Pendidikan yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan secara berkelanjutan. 

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program Pendidikan. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi. 

Program Pendidikan mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: relevansi (relevance), suasana akademik (academic atmosphere), pengelolaan internal dan organisasi (internal management and organization), keberlanjutan (sustainability), efisiensi (efficiency), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), pemerataan (equity), dan tata pamong (governance). 

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

4.3
Kode Etik Akreditasi Program Pendidikan  TC \l2 "
Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program Pendidikan yang diakreditasi, dan para anggota BAN-PT serta staf sekretariat BAN-PT. 

Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (the do) dan yang tidak layak dilakukan (the don’t) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program Pendidikan. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri. TC \l1 "
 TC \l1 "
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN TC \l1 "
Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu  institusi atau program Pendidikan yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program Pendidikan yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program Pendidikan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program Pendidikan kepada stakeholders  (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program Pendidikan.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program Pendidikan atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program Pendidikan atau institusi yang diakreditasi.

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program Pendidikan atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program Pendidikan atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan.

Asosiasi Fakultas Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Indonesia adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan dan ketua program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan yang diselenggarakan oleh anggotanya.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program Pendidikan dan atau institusi perguruan tinggi.

Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program Pendidikan.

.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program Pendidikan. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi. 

Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program Pendidikan untuk mewujudkan visi institusi atau program Pendidikan tersebut. 

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program Pendidikan. 

Standar kompetensi adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

Tata pamong berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program Pendidikan, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program Pendidikan. 

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program Pendidikan. 
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